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ABSTRAK 

 

ZULKIFLI DUDEPO.  H1117202.  PENAHANAN ANAK MENURUT 

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRES BOALEMO  

 

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan 

Normatif Empiris, jenis penulisan Normatif Empiris adalah mengkaji 

keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penulisan serta menggali nilai-

nilai yang terkandung dalam masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk (1). Untuk 

mengetahui pelaksanaan  Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Polres Boalemo(2).Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam 

melakukan Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres 

Boalemo. Hasil penulisan ini menujukkan bahwa: (1) Penahanan Anak Menurut 

Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Boalemo dilakukan dengan metode 

Lembaga Penempatan Anak Sementara ( LPAS) apabila anak sudah pada masa 

proses peradilan yang kedua melalui Diversi apabila kasus yang dilakukan anak 

belum masuk pada tahapan peradilan dan masih ditangani pihak kepolisian dan 

yang ketiga apabila tidak ditemkan jalan lain maka dilakukan Diskresi oleh pihak 

kepolisian untuk menyelesaikan kasus anak berhadapan dengan 

hukum(2)Kendala yang dihadapi dalam melakukan Penahanan Anak Menurut 

Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Boalemo adalah yang pertama 

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyelidikan, 

penyidikan anak serta Sumber Daya Manusia tenaga ahli dalam menagani anak 

dianggap masih minim dan perlu dilakukan pembinaan anak oleh pihak eksternal 

kepolisian. Berdasarkan hasil penulisan tersebut direkomendasikan: (1).Setiap 

kasus anak yang erhadapan dengan hukum sebaiknya diselesaikan secara diversi 

terdahulu tanpa melalui proses peradilan, karena anak masih dianggap orang 

yang belum mamahami apa yang dilakaukanya(2).Sebaiknya pihak pemerintah 

daerah, penegak hukum dan semua elemen masyarakat melakukan antisipasi 

mengenai tingginya angka anak berhadapan dengan hukum 

 

Kata kunci: penahanan, anak, peradilan, pidana, Boalemo 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ZULKIFLI DUDEPO.  H1117202. THE CHILD DETENTION IN ACCORD 

WITH THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AT THE 

SUBREGIONAL POLICE OF BOALEMO  

 

The research method used here is the Empirical Normative method which does 

an overall study on the data and facts that are present on the site of the writing 

and to study the values that exist within a society. The objective of the research 

is to (1) find out the implementation of child detention in accord with the juvenile 

criminal justice system at the resort police department of Boalemo. The findings 

of the research suggest that (1) the child detention in accord with the juvenile 

criminal justice system at the Subregional Police of Boalemo is done by using 

the method of sending the convicts to the Juvenile Temporary Detainment 

Facility when they are already undergoing the trial process. The second method 

is through the diversion where if the case is yet to be in the trial stage and is still 
processed by the police department. The third one is through the discretion by 

the police in order process the case through the legal system (2) the challenge 

faced in performing the child detention in accord with the juvenile criminal 

justice system at the Subregional Police of Boalemo are the lack of supporting 

facilities to perform the investigation on the child cases and the lack of human 

resources to address the issue and that an intensive children education and 

counseling need to be performed by the external party out of the police. Based 

on the result of the study, it is recommended that (1) every legal case of the 

children should be first settled through the diversion process without the court 

since the alleged children are still considered to have no knowledge of what they 

have committed, (2) the local government, the law enforcement, and all elements 

of society should anticipate the high rate of the legal case of the children.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan karena 

perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang Anak masih dalam 

perkembangan, hal ini disebabkan, bahwa anak adalah penerus generasi 

bangsa yang akan menjadi tonggak-tonggak pembangunan bangsa dan 

negara, serta merupakan generasi yang memang seharusnya menjadi 

penopang kemajuan bangsa dan negara, Isu utama dalam meningkatkan 

tahap hidup satu bangsa dan Negara yaitu  seperti apa bentuk  perlindungan 

anak yang ia berikan,seperti dapat memberikan tanggung jawab serta apa 

yang menjadi hak anak, serta mampu memberikan perlindungan dalam 

bentuk penegakanan hukum sebagai wujud tanggung jawab bangsa dan 

negara agar dapat mengikat suatu aturan, serta mampu menyediakan 

pembangunan sumber daya manusianya dalam bentuk memberikan 

pelayanan prima mengenai hak-hak suatu insan yang membutuhkan 

apapun terhadap suatu bangsa dan negara. 

Negara adalah suatu instrumen yang bisa memberikan bentuk 

kehidupan kepada rakyatnya karena negara merupakan suatu pemegang 

kendali kekuaasaan tertinggi sebagaimana titik tolak ukur untuk 

melahirkan kebijakan-kebijakan tehadap perlindungan kepada anak 

bangsanya yang membutuhkan pedoman hidup. 

1 



Salah satu instrumen yang di punyai pada suatu bangsa dan negara 

yaitu dalam menata perkembangan zaman serta pengelolaan kemajuan 

pembangunan, tolak ukur suatu negara yang maju adil dan makmur ialah 

negara yang dapat memberikan kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan 

sosial bagi seluruh bangsanya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam 

UUD 1945 yang ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara 

indonesia berdasarkan atas hukum, tidak beradasarkan atas kekuasaan 

belaka” 

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang sedang 

berkembang, baik dari segi perekonomian dan pertumbuhan penduduk 

maupun dari segi perlindugan hukumnya, dalam perkembangan zaman saat 

ini anak merupakan hal yang paling utama dalam pengembangan karakter 

dan pendidikan serta perlindungan hukum tentang hak-hak anak,  perlunya 

pemberian perlindungan terhadap anak adalah hal yang paling penting 

untuk kemajuan sebuah bangsa, perlindungan yang paling urgent disini 

adalah perlindungan dalam bentuk pemberian hak-hak anak yaitu anak 

berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendampingan orang tua 

dalam tumbuh kembangnya 

Dijaman  sekarang  ini  begitu  banyak  anak  yang  melakukan  

perbuatan  menyimpang  dan  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana  

sehingga  harus  mendapatkan  pola  pembinaan  pada  lapas  guna  

mengembalikan  kembali  jati  diri  anak  sebagai  anak  yang  baik.   



Anak berhadapan  dengan hukum adalah anak yang masih dibawah 

umur maka dari itu masih dibutuhkan pengawasan serta bimbingan oleh 

kedua orang tua menurut pandangan Harry E Allen And Clifford E 

Simmosen memberikan pendapat bahwa ada dua (2) kategori anak 

dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :1 

1. StatusOffence yaitu perilaku anak yang dianggap bukan merupakan  

kejahatan  dan  dianggap  biasa  oleh orang dewasa, dalam hal ini 

anak tidak mau menurut, anak mudah bolos  sekolah  dan  

meninggalkan  rumah. 

2. JuvenileDeliquence  yaitu  perilaku  anak  yang  dianggap  

kejahatan  oleh  orang  dewasa  dan  merupakan  pelanggaran  

hukum 

Pendapat  pertama  (StatusOffence) diatas telah menujukkan bahwa  

adanya  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  anak  merupakan  hal  yang  

biasa  saja  dan  merupakan  kegiatan  yang  dianggap  tidak  dapat  diberi  

hukuman,  sedangkan  pendapat  kedua  (JuvenileDeliquence)  memberikan  

gambaran  bahwa  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dapat  

dikategorikan  sebuah  perilaku  yang  dilakukan  oleh  anak  dianggap  

sama  dengan  perilaku  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  

 
1Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni 

Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi 

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, 

hlm.2 



implikasinya  sama  sehingga  dapat  dipidana  dan  merupakan  perbuatan  

hukum. 

Sedangkan  dalam  undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak  

memberikan  gambaran  bahwa  apabila  anak  berhadapan  dengan  hukum  

maka  ada  beberapa  macam  pemidanaan  yang  akan  diberikan  

berdasarkan  kategori  perbuatan  anak  yaitu:   

“Pasal  71  ayat  (1)   

a. Pidana  peringatan 

b. Pidana  dengan  syarat   

1. Pembinaan  diluar  lembaga 

2. Pelayanan  masyarakat 

3. Pengawasan 

c. Pelatihan  kerja 

d. Pembinaan  dalam  lembaga 

e. Penjara”2 

Khususnya  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  tidak  

menunjukkan  sebuah  ancaman  pidana  mati  sedangkan  pidana  dewasa  

telah  menunjukkan  sistem  pidana  mati  adapun  yang  menjadi  jalan  

terakhir  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sebuah  pidana  

 
2Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) 



penjara,  itupun  dianggap  sebagai  pidana  paling  terakhir  yang  diberikan  

kepada  anak. 

Penahanan yang dilakukan di Polres bolaemo terhadap anak pada 

kenyataannya sampai dengan saat ini masih disatukan dengan tersangka 

yang umurnya sudah dewasa. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa 

karena keterbatasan ruang tahanan yang tersedia di Polres Boalemo. 

Disatukannya tahanan anak-anak dan dewasa dengan jumlah tahanan anak 

sebanyak 3 orang namun penahanan anak dapat di pandang kurang baik, 

karena dapat menimbulkan efek yang sangat buruk terhadap anak-anak 

khususnya untuk perilakunya, yang cenderung masih labil. 

Apabila kiat melihat mengenai perlindugan anak Undang-undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: 

Pasal 16 ayat (3) 

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir 

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 

Pasal 45   



Bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh 

mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan 

masyarakat. 

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan 

Anak  

Pasal 42 ayat (3) 

Proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua 

tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib 

dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya. 

Berdasarkan hasil analisa diatas maka calon peneliti mencoba 

mengangkat judul PENAHANAN ANAK MENURUT SISTEM 

PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRES BOALEMO 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pelaksanaan  Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan 

Pidana Anak Di Polres Boalemo? 

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Penahanan Anak Menurut 

Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Boalemo? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan  Penahanan Anak Menurut Sistem 

Peradilan Pidana Anak Di Polres Boalemo 



2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam melakukan Penahanan 

Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Boalemo 

1.4. Manfaat Penelitian  

Usulan Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis dan akademis guna menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya perlindungan anak 

1. Manfaat Secara Teoritis  

penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan dan bahan literatur 

bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberikan dan menambah 

khasash ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana 

2. Manfaat Secara Praktis 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi ssemua 

kalangan penegak hukum khususnya bagi organisasi perlindungan 

anak , jaksa hakim dan pihak kepolisian dan pemerintah daerah 

dalam memberikan perlindungan bagi anak yang hidup dijalan. 

3. Manfaat Secara Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan 

pada umumnya bagi semua kalangan pegiat perlindugan anak dan 

dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran bagi fakultas ilmu hukum 

 



                   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tindak Pidana 

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian mengenai pidana atau dengan istilah tindak pidana adalah 

adagium yang paling populer dalam tertib hukum pidana. Oleh karenanya, 

berbagai pakar seolah berlomba-lomba mendefinisikan pengertian pidana 

dan seperti apa sebenarya tindak pidana itu pada akhirnya pendapat mereka 

dapat dijadikan pertimbangan. Bahkan titik tolak dibentuknya rumusan 

pasal dalam sebuah undang-undang atau pendapat mereka dapat dijadikan 

acuan pembelajaran bagi para peminat hukum untuk mengetahui 

pengertian dan kaitan antara tindak pidana dengan tindakan yang tidak 

dipidana 

Selain memberikan pengertian, para pakar juga banyak memberikan 

istilah yang berbeda tentang istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana, 

delik dan lain-lain yang kesemua penjelasannya akan dijelaskan dalam bab 

ini. 

Didefinisikan istilah pidana(moeliatno)3“kejahatan sebenarnya 

adalah konsep dasar hukum pidana. Tindak pidana adalah istilah hukum, 

 
3Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta 37 
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tetapi juga tidak mudah untuk memberikan definisi atau konsep tindakan 

kriminal untuk mendefinisikan atau memahami istilah tersebut 

Mengenai pengertian tindak pidana, undang-undang telah memiliki 

istilah tersendiri yakni Strafbaar feit istilah yang berasal dari negera 

asalnya munculnya istilah tindak pidana yakni Belanda. Kemunculan 

beberapa penafsiran tentang istilah ini muncul karena undang-undang tidak 

memberikan pengertian yang pasti tentang apa sebenarnya tindak pidana 

itu. Kerena undang-undang tidak memberikan pengertian pasti tentang 

tindak pidana maka kita dalam mengenali lebih jauh perlu mengacu ke 

pendapat para sarjana hukum dan para pakar hukum namun sebelumnya 

ada baiknya kita tinjau pengertian tersebut dari segi gramatikalnya terlebih 

dahulu 

Seperti yang kita ketahui bahwa istilah tersebut adalah istilah 

berbahasa belanda. (Lamintang)4“Feit” itu sendiri berarti sebagian dari 

suatu kenyataan yang dalam bahasa aslinya disebut een gedeelte van de 

werkelijkheid, sedang “strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai 

sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah merupakan 

hal yang kurang tepat, berdasarkan pengetahuan bahwa yang dapat 

dihukum adalah sebenarnya manusia sebagai bentuk perorangan untuk 

mendapatkan sanksi yang sesuai 

 
4PAF Lamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung:Armico 



(moeliatno)5 Mengungkapan bahwa “istilah yang pernah digunakan, 

baik dalam Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai 

literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai 

berikut: 

a. Tindak Pidana, istilah ini dapat dikatakan berupa istilah resmi 

dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh 

peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak 

pidana, seperti dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Undang-Undang 

Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Subversi, dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang 

menggunakan istilah ini adalah Wirjono Prodjodikoro dalam 

bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Bahkan 

undang-undang terbaru tentang money laundering (Undang-

Undang No. 8 tahun 2010) menggunakan istilah tindak pidana. 

b. Acara hukum yang digunakan oleh banyak ahli hukum 

c. Delic, yang benar-benar berasal dari kejahatan Latin, juga 

digunakan untuk menggambarkan Apa yang terjadi pada 

kejahatan. Kata ini dapat ditemukan di banyak publikasi, 

misalnya Utrecht, meskipun menggunakan kata yang berbeda, 

 
5Op Cit Moliatno Hal 59 



yaitu peristiwa kriminal. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum 

Pidana I. Dia juga menggunakan kata itu di Multan, meskipun 

dia pikir lebih baik menggunakan istilah penuntutan pidana. 

d. Pelanggaran ditemukan dalam buku hukum pidana 

Tirtamidjaja. 

e. Tindakan yang dapat dihukum digunakan oleh Karni dan 

Schravendijk. 

f. Dalam kasus pelanggaran pidana, istilah ini digunakan oleh 

legislator dalam UU No. 12 / Drt / 1951 tentang senjata api dan 

bahan peledak. 

g. Misalnya, kejahatan yang digunakan Muljatno dalam berbagai 

tulisannya, misalnya, ketika ia menentukan bahwa suatu 

pelanggaran adalah tindakan yang dilarang atau diancam oleh 

hukum” 

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana  

(Simanjuntak)6 mengemukakan dalam bukunya "Teknik 

Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan 

kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman 

Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tindak pidana untuk 

penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap 

lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak 

 
6Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum 



semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan 

fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana. 

(Prodjodikoro)7 mengemukakan secara umum mengenai istilah 

kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal 

muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga 

disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang 

diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, 

dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum 

oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”  

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas 

(nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, 

ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali 

kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan" 

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam 

istilah yang digunakan pada umumnya sperti diabawah ini: 

1. Starf memilki istilah terjemahan pidana/hukuman 

2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh 

3. Feit memeilki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan 

 
7Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta: Hal 59 



Jadi pada dasarnya istilah starfbaarfeit juga diartikan sebagai 

perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan 

hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak 

pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang 

diungkapkan  

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila 

memenuhi unsur-unsur  

1. Unsur melawan hukum objektif 

2. Unsur melawan hukum subjektif 

3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia. 

4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana” 

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh Mezger “yang 

menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur  sebagaimana 

undang-undang 

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia 

2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum 

3. Pertanggung jawabannya tehadap seseorang 

4. Dapat diberikan tindak pidana” 

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir 

dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang 



dibawah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana 

apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini 

biasanya dikenal dengan istilah (Outard Conduct) atau dengan itilah Actus 

Reus 

2.2. Tinjauan Umum Anak 

Anak adalah salah satu ciptaan tuhanyang maha kuasa, yang memilki 

nilai lebih dimata tuhan maupun bangsa dan negara, anak merupakan 

mahluk yang masuk dalam kategori memiliki fisik yang lemah dan 

membutuhkan perhatian dan perlindungan secara khusus, baik 

perlindungan dari kedua orang tua, keluarga maupun negara, 

Anak dalam tumbuh kembangnya memerlukan perlindungan, 

bimbingan dan pendidikan serta kesehatan yang mendukung, tumbuh 

kembangnya oleh karena itu anak merupakan program proritas yang 

diberlakukan oleh pemerintah dalam perlindungan dan penegakan hukum, 

secara umum perlindugan terhadap anak diperlukan adanya optimalisasi 

dalam perlindungan dan pemberian kehidupan yang layak serta menjamin 

hak-hak untuk hidupnya serta hak untuk berkembang, anak seyogyanya 

harus mendapatkan tumbuh kembang yang memadai oleh karena itu negara 

harus siap dalam memberikan perlindungan dalam bentuk apapun dan siap 

menjaga agar hak-hak anak terpenuhi dan terhindar dari sikap dan perilaku 



tereksploitasi8Apabila kita ingin melihat lebih jauh pengertian anak 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh bunyi undang-undang dan pendapat 

2.2.1. Pengertian Anak  

Anak adalah anugrah dari sang pencipta, anak merupakan titipan 

yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana kodrat manusia sebagai 

mahluk yang paling mulia didepan Tuhan, anak merupakan hasil dari 

hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah 

perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif. 

Abu huraerah 9mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang 

lahir dari sebuah ikatan perkawian antara laki-laki dan wanita hubungan itu 

diakui berdasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum 

positif yang berlaku diindonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari 

beberapa hukum yang berlaku diindonesia seperti hukum islam dan hukum 

positif memberikan defenisi sebagai berikut: 

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari  

“Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam 

anak merupakan mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan 

memiliki kedudukan yang dhaif dan mulia, serta anak merupakan 

kehendak serta kewenangan Allah SWT yang melalui proses 

penciptaan yang begitu panjang dan sempurna” 

 
8Muhammad amin suma ,2005 hukum keluarga islam didunia islam, PT raja Grafindo persada 

jakarta 134-135 
9Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36 



Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut 

imam jauhari telah memberikan defenisi anak sebagai suatu ciptaan yang 

maha kuasa yang harus dibina dan dijaga serta memiliki kedudukan yang 

sangat mulia, oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir 

maupun batin, guna menciptakan anak yang memiliki akal dan budi pekerti 

yang luhur serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bangsa 

dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa 

pertumbuhan dan bimbingan dalam menyongsong masa depannya. 

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan 

perundang-undangan   hukum positif yang berlaku diindonesia seperti : 

KUHPerdata memberikan definisi mengenai pengertian anak adalah 

“seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh 

satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum 

dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah 

mereka yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu ) tahun dan 

belum pernah menikah”10 

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 

1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang 

memberikan penjelasan bahwa anak adalah  

 “ Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan belum pernah kawin”11 

 
10Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
11Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak 



Pengertian anak yang disebutkan dalam Undang-Undang 

Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab 

undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya 

belum mencapai 21 tahun dan dikatan belum pernah menikah yang 

dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara. 

Pengertian anak juga disebutkan dalam Ratifikasi Konvensi Hak 

Anak yaitu keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 

yang menyebutkan bahwa anak adalah  

“setiap orang yang memiliki usia berada dibawah  18 (delapan belas) 

tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlaku 

bagi anak ditentukan berdasarkan usia dewasa dicapai lebih awal”12 

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang 

nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu seorang yang belum 

mencapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan . 

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang 

nomor 35 tahun 2014 tentang perlindugan anak yaitu 

“seorang yang belum mecapai umur 18 delapan belas tahun termasuk 

anak yang masih dalam kandungan”. 

Sangat jelas beberapa pendapat ahli dan bunyi undang-undang diatas 

memberikan definisi secara jelas mengenai pengertian anak yang mana 

 
12Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi 

Hak Anak 



anak adalah seorang yang belum mencapai umur rata-rata  ditafsirkan 

dibawah 21 (dua puluh satu) tahun serta dianggap elumb dewasa dan belum 

pernah malakukan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku 

Demikian halnya semua peraturan perundang-undangan yang 

berlaku indonesia yang memberikan defenisi anak. Hampir semua 

memberikan definisi bahwa adanya batasan umur tertentu dan dianggap 

belum pernah kawin atau menikah dalam peristilahan bahasa indonesia, 

meskipun ada berapa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan 

umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya 

dikategorikan anak, sebenarnya pengertian-pengertian yang disebutkan 

bahwa umur anak dapat dilihat dari segi sudut pandang dimana kondisi 

anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak. 

2.2.2. Hak Anak  

Negara-negara Peserta/Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak 

PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan 

menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun 

tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan 

politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, 

kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau 

orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.13 

 
13https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-

pbb-tahun-1989/ diakses pada hari selasa 8 oktober 2019 pukul 08.00 wit 

https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/
https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/


Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas 

tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, 

kedewasaan telah dicapai lebih cepat. 

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan 

orangtua untuk anak yaitu: 

1. Hak untuk bermain 

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan 

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan 

4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas) 

5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan 

6. Hak untuk mendapatkan makanan 

7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan 

8. Hak untuk mendapatkan rekreasi 

9. Hak untuk mendapatkan kesamaan 

10. Hak untuk berperan dalam pembangunan 

Sebagai orang tua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga 

mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati 

orang tua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan 

generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya 

manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang 

berkesinambungan 



Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu 

kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, 

hak dasar anak telah disebutkan bahwa :14 

1. Hak Untuk Hidup 

Hak untuk hidup anak  disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti 

yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak 

mendapatkan makanan yang sehat, air bersih , tempat untuk 

berteduh , serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk 

memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara 

sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini 

biasanya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri 

dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan 

dari negara  

2. Hak Untuk Berkembang 

Hak untuk berkembang ini dianggap hak anak yang paling penting 

untuk membentuk karakter anak, hak ini memberikan 

perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang 

memadai guna menjalani hidup kemasa depan anak, serta 

memberikan hak untuk istirahat dan hak untuk rekreasi serta turut 

 
14Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalis akuntad.com 2017 dakses 

pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00 wit 



serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat 

menggali potensi anak untuk perkembangannya 

3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindugnan 

Pada perkembagan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan 

dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum 

cakap dan belum memilki nilai pengetahuan yang memadai 

sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindugan yang dimaksud 

disini adalah hak dalam bentuk perlindugan ekonomi maksudnya 

adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang 

dan pangan anak, dan hak perlindugan dari kejahatan seks salah 

satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk 

berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan 

penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu 

dilindugi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang 

terpenting dalam hal ini hak perlindugan terhadap anak yatim 

piatu hak ini biasanya disediakan oleh negara dan negara memilki 

kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar  

4. Hak Untuk Berpartisipasi  

Hak untuk berpatisipasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada 

anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan 

keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartsipasi dalam 

mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak 

juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya. 



2.3. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia  

Sistem peradilan anak adalah seluruh proses penyelesaian kasus 

anak-anak yang menghadapi hukum, dari tahap investigasi ke tahap 

orientasi setelah melakukan kejahatan. Anak-anak dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana untuk 

Anak-anak, antara lain: 

 (1)  Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 

pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana  

(2)  Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana  

(3)  Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya 

disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 

tindak pidana. 

 (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya 

disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 



pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 

dan/atau dialaminya sendiri.  

Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru 

terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  

Pasal 1 Angka 6 

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 

bukan pembalasan.  

Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak dimungkin adanya diversi. Diversi diperjelas 

pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

 

Pasal 1 angka 7 

 Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana 

ke proses di luar peradilan pidana 

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak , antara lain adalah (Nashriana,2011:66) :  

Pasal 1 

1. Penyidik adalah penyidik anak;  



2. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak 

3. Hakim adalah hakim anak 

4. Hakim Banding adalah hakim banding anak 

5. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak 

6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak 

hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, 

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak 

di dalam dan di luar proses peradilan pidana 

7. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di 

lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi 

dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan 

sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau 

pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas 

pelayanan dan penanganan masalah sosial 

8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang di didik dan 

dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan 

dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, 

baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup 

kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak 

9. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau 

anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak 

10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya 

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak 



11. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk 

mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung 

12. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang 

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat 

LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa 

pidananya;  

14. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya 

disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama 

proses peradilan berlangsung  

15. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang 

selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat 

pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial bagi anak;  

16. Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, 

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing 

Kemasyarakatan 

17. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah 

unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas 

dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, 

pengawasan, dan pendampingan.  



Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang 

merupakan satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, 

Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak 

(Nashriana,2011:69). Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap 

memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang masih di 

bawah umur.  

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana 

berhak di antaranya :  

Pasal 3 

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umurnya;  

b. Dipisahkan dari orang dewasa; 

 c. Melakukan kegiatan rekreasional;  

d.  Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 

yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 

martabatnya;  

e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan 

 f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai 

upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pasal 

20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa 

dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 

berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang 



pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui 

batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, 

Anak tetap diajukan ke sidang Anak. 

Menurut Sudikno Mertokusumo (2009 :80 ) sebagaimana telah 

dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul 

“Peradilan Anak di Indonesia”, peradilan adalah suatu pelaksanaan 

hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan 

oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta 

bebas dari pengaruh apapun atau siapa pun dengan cara  memberikan 

putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “eigenrichting” 

(premanisme).  Penggunaan kata “anak” dalam Peradilan Anak 

menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yaitu perkara anak. 

Sehingga, proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Badan Peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan 

kebutuhan anak. Adapun anak yang disidangkan dalam Peradilan Anak 

ditentuakan berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah kawin. Sesuai Undang-undang No 11 

Tahun 2012 ,Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun ,tetapi 

belum berusia 18 tahun yang mengalamki penderitaan fisik,mental,dan 

atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.Pasal 4 ayat 

(1) anak yang sedang menjalanii masa pidana berhal mendapatkan 

pengurangan masa tahanan,memperoleh pembebasan bersyarat 



,memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan,Pasal 5 ayat (1) Sistem peradilan anak wajib melakukan upaya 

diversi dimana dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan 

orang tua atau walinya, pembimbing kemasyrakatan , pekerja sosial 

profesional berdasarkan keadilan restoratif.  pasal 14 ayat (1,2) selama 

proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakan diversi 

dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan 

pendampingan dan pengawasan, juga dalam pelaksanaan kesepakatan 

diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yag ditentukan,pembimbing 

kemasyrakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung 

jawab. Penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang 

ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisan RI atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh kepala kepolisian Negara RI,adapun syarat-syarat 

untuk dapat ditetapkan sebagi penyidik, diantaranya : 

Pasal 26 Ayat (1) 

o Telah berpengalaman sebagai penyidik 

o Mempunyai minat,perhatian,dedikasi,dan memahami 

masalahaah anak. 

o telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak 

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak,penyidik 

wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing 

kemasyrakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.apabila 

dalam diversi nanti gagal , penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan 



melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita 

acara diversi dan laporan penelitian kemasyrakatan.Pasal 30 ayat (2,3) 

anak yang ditangkap wasjib ditempatkan diruang pelayanan khusus anak, 

dan dalam ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang 

bersangkutan anaka dititipkan di LPKS, penahana terhadap anak hanya 

dapat dulakukan dengan syarat apabila anak tersebut telah berumur 14 

tahun at lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 

penjara 7 tahun atau lebih, dalam hal penahanan dilakukan untuk 

kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan 

paling lama 5 hari.Adapun sesuai pasal 43 ayat (1) pemeriksaan anak 

disidang pengadilan terhadap perkara anaka dilakukan oleh hakiyang 

ditetapkan berdasarkan keputusan mahkama agung atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh mahkama agung atas usul ketua pengadilan negri 

yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Kerangka Pikir 
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2.5. Defenisi Operational 

1. Penahanan adalah upaya penagkapan yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk kepentingan penegakan hukum 

2. Anak pelaku adalah seoarang yang belum mencapai umur 18 tahun dan 

melakukan tindak pidana 

3. Lembaga penempatan anak sementara ( lpas) adalah lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah untuk menempatkan anak yang berhadapan 

dengan hukum 

4. Lembaga penyelenggara kesejahteraan social adalah embaga yang 

dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat untuk meakukan proses 

prnagan anak 

5. Diskresi adalah adalah tata cara penuelesaian dengan cara langsung 

 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

Empiris. Yaitu penelitian yang menggali nilai-nilai fakta dilapangan atau 

dilokasi penelitian yang berasal dari perilaku manusia, atau pun keadaan 

suatu daerah yang hendak diteliti, Sedangkan menurut 

(Muhammad)15“mengemukakan bahwa penelitian yang mengkaji hukum 

yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala 

sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan 

hidup bermasyarakat” 

Sehingga data yang diperoleh pada saat dilakukanya pengumpulan 

data dilokasi penelitian melalui wawancara yang berkaitan dengan norma-

norma hukum diolah dan diinterpretasikan ke dalam penelitian 

3.2. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kasus-kasus 

Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres 

Boalemo  

3.3.Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
15Abdul Kadir Muhammad 2004 Hukum Dan Penelitian Hukum. Pt Citra Aditya Bakti. 

Bandung Hlm 52 



Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah Polres 

Boalemo Dimana yang dianggap relevan dengan objek penelitian waktu 

yang dialokasikan pada saat meakukan penelitian adalah selama dua bulan 

dimulai pada bulan desember sampai bulan januari tahun 2020 

3.4.Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah semua yang menjadi bahan penelitian atau sesuatu 

yang berada dan menjadi sumber penelitian penulis baik berupa benda 

maupun jasa yang bisa memberika informasi secara mendalam mengenai 

objek penelitian adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Polres 

Boalemo 

3.4.2 Sampel 

Adalah bagian dari populasi yang dijadikan acuan Untuk mendapatkan 

informasi yang ada dalam hal ini: 

a. Kepolisian.1 Orang 

b. Dinas yang terkait 1.Orang 

c. Anak  3 Orang 

3.5. Sumber Data  

3.5.1. Data Studi Literatur 

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para 

ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, 

dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari. 



Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara 

mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai 

macam literatur,serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media 

cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. 

3.5.2. Penelitian melalui studi lapangan  

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data 

yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi 

penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah : 

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi 

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan 

mencermati dan mengamati objek penelitian sehigga dapat ditarik 

suatu kesimpulan pada objek penelitian 

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara 

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti 

langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu 

masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan 

dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang 

dianggap berhubungan dengan objek penelitian  

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi 

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, 

segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek 



penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai 

salah satu bukti keaslihan suatu penelitian 

3.7 Teknik Analisa data penelitian 

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder 

maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang 

telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yag ditemukan 

dalam penelitian 

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif 

dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan 

terperinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian Polres Boalemo 

Kantor Polisi Polres Boalemo, Gorontalo merupakan titik lokasi 

dimana peneiliti elakukan penelitian polres boalemo sendiri terletak di Jl. 

Trans Sulawesi No. 119, Lamu, Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo 

Adapun Melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan 

dan aduan terkait tindak pindana, pencurian, pemukulan, hingga 

permohonan perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan 

diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan 

hukum yang berlaku.  

Kantor Polres Boelemo 

 
Sumber ; Polres Boalemo  

 

 



4.2. Bagaimanakah bentuk Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan 

Pidana Anak  

4.2.1. Lembaga Penempatan Anak Sementara ( LPAS) 

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat 

sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Sejak adanya 

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 

diharapkan model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak 

di Indonesia semakin baik16 

Penahahanan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya tidak 

sama dengan penahanan pelaku tindak pidana atau orang dewasa yang 

berhadapan dengan hukum pada umunya, hal ini ditujukkan mengenai 

adanya sebuah regulasi yang mengatur mengenai penitipan anak yang 

berhadapan dengan hukum ke tempat khsusus anak agar tidak merusak, 

mental dan prilaku ana kedepanya sebagai generasi bangsa 

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan 

suatu tindak pidana misalnya selalu memiliki latar belakang cerita atau 

alasan yang akan jauh berbeda dengan orang dewasa. Beberapa alasan yang 

jelas berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarganya dan lingkungan 

dimana dia hidup. Dalam beberapa kasus misalnya berkaitan dengan Asas 

keperluan ini, patut diingat bahwa konsekwensi dari dilakukannya 

penahanan anak selalu berujung kepada terampasnya sejumlah hak anak. 

 
16 "Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan". ICJR (dalam bahasa Inggris). 

2016-07-24. Diakses tanggal 2021-02-27 

https://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/


Merujuk kepada Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 secara 

ekplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi 

bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan 

diskriminasi”17 

Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 

merupakan hak setiap anak yang wajib dijamin dan dilindungi serta 

dipenuhi. Hal ini disebabkan karena posisi anak rentan disebabkan oleh:18 

1. Keadaan pada anak yang mudah terpengaruh oleh suatu 

keadaan atau kondisi serta perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat dan lingkungan 

2. Cenderung mudah menjadi korban atas suatu bentuk 

perlakuan tertentu baik dari pihak keluarga, masyarakat atau 

dari pejabat publik 

3. Merupakan pihak yang tidak dapat memperjuangkan haknya 

secara langsung karena tidak mempunyai hak suara, dan tidak 

mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda 

kebijakan pemerintah 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu petugas 

kepolisian yang biasanya mengantarkan anak ke Lembaga Penitipan Anak 

Sementara beliau mengungkanpan bahwa manfaat dari penitipan anak yang 

 
17 http://bphn.go.id/data/documents/laphir_pengkajian_lpas.pdf 
18 Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 



erhadapan dengan hukum harus mendapatka perhatian serius oleh 

pemerintah hal ini untuk menjamin kepastian hukum anak bisa berkembang 

dengan baik dimasa depanya, selain itu penulis mengutip dari salah satu 

web rsmi emetrian hukum dan ham  

1. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Anak mengikuti pendampingan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah 

3. Anak memperleh hak yang sama sebagaimana mestinya ana 

lainya. 

Berdsarakan hasil penelitian penulis bahwa pada rtahun 2019 ada 

total 4 kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh pihak 

kepolisian polres boelemo sehingga pada saat proses peradilan 

berlangsung keempat anak tersebut dititpkan di lembaga Lembaga 

Penempatan Anak Sementara ( LPAS) dibawah naungan lapas kelas II B 

boelemo. Sebagaimana teori Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait 

beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, 

Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga 

Pemasyarakatan Anak (Nashriana,2011:69). Anak yang berhadapan 

dengan hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai 

seorang anak yang masih di bawah umur.  



Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana 

berhak di antaranya :  

Pasal 3 

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umurnya;  

b. Dipisahkan dari orang dewasa; 

 c. Melakukan kegiatan rekreasional;  

d.  Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 

yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 

martabatnya;  

e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan 

 f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai 

upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pasal 

20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa 

dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 

berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang 

pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui 

batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, 

Anak tetap diajukan ke sidang Anak. 

4.2..2. Diversi 

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut 



dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).UU SPPA secara substansial 

telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang 

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses 

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam 

lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam 

bagian Penjelasan Umum UU SPPA. 

Mengenai diversi penahanan anak di polres boelemo lebih 

mengutamakan konsep diversi karena pada dasarnya konsep ini dianggap 

sanagat tepat untuk meyelesaikan perkara anak selama tidak meyalahi 

aturan sebagaimana mestinya 

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam 

sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU 

SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui 

musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban 

dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja 

sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun 

definisi keadilan restoratif dapat Anda simak dalam artikel Hal-Hal 

Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Diversi perlu dilakukan guna mecapai kesepakatan anatara kedua 

bilah pihak antara pihak korban dan pihak anak, sebagaimana pada 

dasarnya konsep diversi  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak


Diversi ini bertujuan untuk [Pasal 6 UU SPPA]: 

A.    Mencapai Perdamaian Antara Korban Dan Anak; 

B.    Menyelesaikan Perkara Anak Di Luar Proses Peradilan; 

C.    Menghindarkan Anak Dari Perampasan Kemerdekaan; 

D.    Mendorong Masyarakat Untuk Berpartisipasi; Dan 

E.    Menanamkan Rasa Tanggung Jawab Kepada Anak. 

Berdsarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa didpatkan 

data pross penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum dalam artian 

anak pelaku tindak pidana, kebanyakan diselesaikan melalui proses diversi 

dengan pendekatan secara kekeluargaan hal ini apabila kita melihat data 

yang disajikan penulis pada saaat melakukan penelitian bahwa 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengelola Lapas Kelas IIB 

Boalemo menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25 Narapidana anak di 

Kabupaten Boalemo dengan klasifikasi berdasarkan umur sebagaimana 

tampak pada gambar 1 berikut: 
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Gambar 1. Jumlah Narapidana anak berdasarkan Usia 

Sumber Data: Lapas Kelas IIB Boalemo, 2018 

 

Sebagian besar narapidana remaja di Lapas Kelas IIB Boalemo 

adalah yang berumur 20 tahun yatiu sejumlah 12 orang, kemudian yang 

berumur 21 tahun sejumlah 8 orang dan 19 tahun berjumlah 5 orang 

sebagaimana tampak pada grafik di atas. Jenis kejahatan yang paling 

banyak dilakukan oleh anak adalah pencurian dan masalah perlindungan 

anak sebagaimana tampak pada gambar 2 dibawah ini. 

 

 
Gambar 2. Grafik Narapidana anak berdasarkan Jenis Kejahatan 

Sumber data: Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo, 2019 

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus terbesar yang dialami 

remaja adalah tentang kasus pencurian yaitu sejumlah 8 kasus dan kasus 

perlindungan anak sejumlah 6 kasus. Sedangkan jumlah berikutnya yang 

cukup tinggi adalah kasus pembunuhan dan pelanggaran lalu lintas masing-
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masing 3 kasus. Sedangkan lima kasus lainnya terdapat masing-masing 1 

orang narapidana.  

Dalam konteks tersebut, narapindana anak disatu sisi dipandang 

sebagai orang yang bersalah karena telah melakukan tindakan kejahatan, 

namun disisi lain mereka adakan penduduk Boalemo yang masih cukup 

muda, labil dan masa depan yang masih panjang. Untuk itu, selain 

pendekatan hukum, pendekatan pengembangan juga perlu dilakukan agar 

terjadi perbaikan pada diri remaja serta peningkatan kualitas dan 

kemandirian dirinya. 

Dalam pendekatan yang konvensial, pemidanaan dianggap sebagai 

pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Namun, pendekatan baru 

cenderung melihat bahwa pemidanaan memiliki maksud tertentu yang 

bermanfaat bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya. Konsep awal 

pemasyarakatan awalnya menekankan pada pemberian derita kepada 

pelanggar hukum, namun seiring perkembangannya unsur pemberian 

derita ini dianggap perlu diimbali dengan perlakuan yang manusiawi 

kepada pelanggar hukum dengan memperhatikan hak-haknya sebagai 

makluk individu maupun sosial.19 Untuk itulah, sistem pemenjaraan yang 

awalnya dikenal sejak zaman belanda, diubah menjadi sistem 

pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan diri 

dan kemandirian. 

 
19 Nurhamidah Gajaj. 2017. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 

B Padangsidimpuan. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 2 No. 1, Hlm. 164 



Berdasarkan analisis penulis Mengacu pada dua konsep di atas, yakni 

konsep diversi dan konsep penahanan, pertama perlu dilihat dulu usia si 

anak saat itu. Kemudian merujuk pada syarat diversi dan syarat penahanan 

terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversi dilakukan jika tindak pidana 

yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana penjara di bawah 

tujuh tahun, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman 

pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Ini artinya, secara logika, bagi 

anak yang terhadapnya dilakukan diversi (ancaman pidananya di bawah 7 

tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan 

(penahanan hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun). 

4.2.3. Diskresi 

Diskresi sebagai salah satu jalan dalam menangani kasus anak adalah 

salah satu kewenangan dari pihak kepolisian dalam menggunakan 

kewenangan diskresionernya. Diskresi diharapkan dapat meminimalisir 

angka anak yang harus mengalami penahanan dan segala bentuk aturan 

dalam hukum pidana positif 

Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang langsung bersentuhan 

dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam menjalanklan 

tugasnya pihak kepolisian memiliki unit khusus untuk menangani anak-

anak. UPPA yang merupakan salah satu unit khusus yang berada dalam 

struktur organisasi Reskrim dimana UPPA memiliki fungsi dan tugas 

tersendiri, dimana kasus kejahatan yang ditangani oleh UPPA berkisar 

pada wanita dan anak-anak. Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak 



dapat digunakan secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak 

kepolisian, dimana diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional 

dan logis, namun tetap selektif dan proposional. Berkaitan dengan hal 

tersebut UPPA Polres boalemo sangat hati-hati dalam melakukan 

penerapan wewenang diskresi, dimana penyidik harus terus selektif dan 

dapat mempertanggungjawabkan keputusannya 

Apabila kita melihat syarat yang diberlakukan sehingga pross 

diskresi bisa ditempuh oleh penyidik kepolisian dalam menagani anak 

berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut; 

a) Pelaku masih di bawah umur, ketentuan pelaku dibawah 

umur mengikuti pada Keputusan Mahkamah Agung yakni 

usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. 

b) Kasus yang dapat di diskresi adalah kasus ringan, kasus yang 

dapat di diskresi adalah kasus ringan namun kasus berat tidak 

dapat di diskresi walau pelaku masih di bawah umur. 

c) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, kerugian 

ini bila bersifat keadaaan dan tidak berhubungan dengan 

tubuh dan nyawa seseorang maka lebih mendesak untuk di 

dahulukan. 

d) Keresahan masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan anak, 

tingkat keresahan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku 

juga diperhatikan oleh penyidik UPPA Polres 



e) Persetujuan korban dan keluarga korban, persetujuan korban 

adalah hal utama dalam tercapainya diskresi dimana pihak 

kepolisian berperan aktif dalam mendapat persetujuan pihak 

keluarga korban. 

f) Kesediaan pelaku dan keluarga pelaku, bila pelaku bersedia 

berdamai dan menepati permintaan pihak korban maka 

diskresi dapat segera di jalankan. 

g) Diskresi diterapkan secara situasional, yakni pihak kepolisian 

melihat pada situasi dan kondisi pada pelaku, korban, 

maupun masyarakat yang memungkinkan diterapkan 

diskresi.20 

Berdsarkan beberapa teori ditas dihubungkan dengan salah satu 

kasus yang pernah terjadi di wilayah hukum polres boalemo mengenai 

pengambilan keputusan oleh pihak penyidik menggunakan kewenagan 

diskresi penyelesaian perkara anak, ditemukan bahwa  

Kasus anak 7 tahun pelaku pencurian buah kelapa disalah satu kebun 

warga yang nilainya tidak melebihi 100 ribu rupiah yaitu 7 buah kelapa, 

apabila dikalikan dengan harga perbiji adalah 59.000 rupiah, kasus tersebut 

berulang terjadi dan korban melaporkan tersebut kepihak kepolisian dan 

ditangani oleh pihak kepolisian, dalam hal ini pihak kepolisian polres 

 
20 https://media.neliti.com/media/publications/34669-ID-diskresi-oleh-pihak-kepolisian-

dalam-penanganan-anak-yang-berkonflik-dengan-huku.pdf 



boalemo menerapkan dua bentuk penagan anak yaitu proses diversi serta 

menggunakan hak kewenagan diskresi kepolisian,  

Pada walnya proses diversi menemui jalan buntu akibatnya proses 

peyidikan anak tetap dilanjutkan, sehingga pihak kepolisan mengambil 

jalan yang ditempuh untuk menggunkan diskresi,Kewenangan diskresi 

secara implisit diatur dalam Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Selanjutnya disebut Undang- Undang POLRI). Dalam menyelenggarakan 

tugas pokok Polri dibidang proses pidana, penyidik juga diberi 

kewenangan diskresi berupa tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) . 

Berdasarkan Undang-undang Polri, kepolisian dapat bertindak 

bedasarkan penilaianya sendiri, sehingga menimbulkan pengertian yang 

subyektif yang memberikan kesan bahwa polisi dapat melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap tugas wewenangnya dalam pelaksanaan 

diskresi pada tingkat penyidikan tindak pidana, sehingga dengan adanya 

subyektifitas ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat 

kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat. 

Dengan kejadian diatas peneliti melakuan wawancara dengan salah 

satu petugas kepolisian mengungkapakan bahwa  

Sebenarya kasusnya hanya sepele, kerugian yang ditimbulkan juga 

sedikit hampir dikatakan tidak ada, namun karena korban mengalami 



kejadian berulang, aka dari itu awalnya tidak mau cabut laporan 

dipihak kepolisian, nanti kami pihak kepolisian mengambil langka-

langkah diskresi baru korban merasa bahwa betul anak tersebut 

masigh perlu dibina dan ini adalah hal yang sangat baik yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian dan korban. 

Dihubungkan dengan perlindugan anak Undang-undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: 

Pasal 16 ayat (3) 

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir 

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 

Pasal 45   

Bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh 

mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan 

masyarakat. 

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan 

Anak  

Pasal 42 ayat (3) 



Proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua 

tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan 

tanpa ada kecualinya 

Berdasarkan fakta tersebut diskresi bukan hanya perlu tetapi juga 

penting untuk dilakukan karena aparatur kepolisian dalam penegakan 

hukum langsung berhadapan dengan masyarakat. Kekuasaan diskresi yang 

begitu luas dan kurang jelas batasanya akan menimbulkan permasalahan, 

tindakan diskresi harus didasari dengan norma- norma, profesional, norma-

norma dalam masyarakat, norma hukum, dan moral 

 

4.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penahanan Anak Menurut 

Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Boalemo 

4.3.1. Kurangnya Sarana Dan Prasarana 

Sarana dan prsarana yang mana dianggap salah satu faktor 

pendukung dalam berhasilnya pembinaan anak berhadapan dengan hukum 

sebagai salah satu yang masih tergolong baru dan masih minimnya fasilitas 

yang memadai karena tidak adanya ruang penyidk khusus anak dapat 

menjadi penghambat yang paling krusial maka dari itu terjadinya 

kelangkaan fasilitas yang digunakan oleh para pihak kepolisian melakukan 

penyidikan anak dapat memperlambat penyelesaiaan perkara anak 

berhadapan dengan hukum dikabupaten Boalemo adapun memang polres 

boalemo masih tergolong polres yang baru berkembang yang masih dalam 



tahapan pembangunan gedung dan sarana lainya, namun hal ini tidak bisa 

dijadikan patokan dalam menyelesaikan perkara anak 

Selain sarana dan prasasarana juga dipengaruhi oleh karakter anak 

yang rumit diajak berdiskusi hal ini perlu dilakukan karena setiap anak 

yang berhadapan dengan hukum harus diawali dengan Pembinaan Dalam 

pelaksanaan perilaku anak tentunya Pembinaan menunjukkan suatu proses 

yang positif dalam mengembangkan kepribadian dan kapasitas seseorang. 

Secara etimologi pembinaan bersumber dari kata ‘bina’ yang dapat 

diartikan sebagai membangun, mendirikan, mengusahakan agar 

mempunyai kemajuan lebih baik21. Dari definisi tersebut, maka istilah bina 

terkait dengan proses membuat sesuatu menjadi berkembang, menjadi 

semakin baik dan maju. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Thoha22 yang 

melihat pembinaan terkait dengan proses atau tindakan yang dapat 

menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

Secara terminologi walaupun pakar memberikan pandangan yang 

berbeda-beda namun terdapat sejumlah penekanan yang sama antara satu 

dengan lainnya. Tanzeh23 misalnya melihat pembinaan sebagai bantuan 

yang diberikan secara perorangan atau kelompok kepada orang atau 

kelompok lainnya melalui sejumlah materi yang orientasinya. Definisi ini 

terkait dengan adanya peran pihak tertentu yang sifatnya personal ataupun 

 
21 M. B. Ali & T. Deli. 2000. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Bandung:Penabur Ilmu. Hlm. 

82 
22 Miftah Thoha. 2004. Pembinaan Organisasi. Rajawali Press: Jakarta. Hlm. 7 
23 Ahmad Tanzeh. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Teras: Yogyakarta. Hlm. 144 



kolektif dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan pihak tertentu 

melalui sejumlah materi. Materi dalam konteks pembinaan lebih bersifat 

non fisik daripada fisik, atau berbentuk informasi, pengetahuan, nasihat 

dan lainnya yang bermanfaat bagi subjek yang dibina. 

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan anak yang masuk 

dalam kategori anak yang nakal Menurut Unayah dan Sabarisman24 

kenakalan remaja disebabkan oleh faktor internal atau yang berasal dari 

dalam diri remaja sendiri dan faktor eksternal atau yang berasal dari luar 

diri remaja. Secara internal menurut mereka kenakalan remaja disebabkan 

oleh dua hal yaitu kritis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis 

identitas disebabkan oleh terjadinya perubahan biologis dan psikologis 

yang memungkinkan terjadinya integrasi pembentukan perasaan dan 

identitas peran. Kegagalan integrasi keduanya menyebabkan terjadinya 

kenakalan remaja. Sementara kontrol diri yang lemah disebabkan oleh 

ketidakmampuan remaja dalam membedakan perilaku yang diterima dan 

tidak diterima lingkungan sekitarnya yang menyebabkan dia terjebak pada 

perilaku nakal. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Evi Aviyah dan 

Muhammad Farid25 juga menemukan adanya hubungan yang signifikan 

antara religiositas dan kontrol diri terhadap kenakalan remaja. Semakin 

 
24 Nunung Unayah dan Muslim Sabarisme. Opt. Cit. Hlm. 132 
25 Evi Aviyah & Muhammad Farid. 2014. Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. 

Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 02. Hlm. 126 



tinggi religiositas dan kontrol diri remaja maka semakin rendah kenakalan 

remajanya. 

Berdasarkan data yang didaptkan dilapangan mengenai tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak yaitu kasus pencurian yaitu sejumlah 8 kasus dan 

kasus perlindungan anak sejumlah 6 kasus. Sedangkan jumlah berikutnya 

yang cukup tinggi adalah kasus pembunuhan dan pelanggaran lalu lintas 

masing-masing 3 kasus. Sedangkan lima kasus lainnya terdapat masing-

masing 1 orang narapidana.  

Beberapa kasus diatas merupakan kasus yang melibatkan anak dari 

segi perilaku dan kepribadian anak yang memang dianggap bawaan 

sehingga pola dan perilaku itu diupayakan untuk diaubah pada saat proses 

peminaan, dalam pembinaan dan pembinaan anak beberapa upaya 

dilakukan dalam hal ini mengedepankan nilai-nilai agama dan moralitas 

anak agar terbentuk mental yang baik bagi anak remaja  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dalam 

pembinaan kepriadian anak sasaran yang akan dicapai yaitu; 

a. Agar anak Mudah diarahkan dan rasa dongkol yang harus 

dihiangkan 

b. Diupayakan agar anak kembali menjadi anak yang religi dalam 

berperilaku 

c. Menguapayakan mengubah perilaku dari menuju kerohaniaan  



d. Dan anak diharapkan bertobat diri dengan sendirinya 

Maka dari itu menurut penulis yang menjadi penghambat dalam 

melakukan pembinaan terhadap anak adalah salah satunya sikap dan 

perilaku anak itu sendiri, karena dalam bebagai kehidupan anak memiliki 

karakter dan perilaku yang sangat susah untuk diubah seperti rajin, tepat 

waktu dan mau melakukan hal-hal yang positif 

4.3.2. Sumber Daya Manusia 

Tenaga ahli dalam menyelesaikan perkara anak dikepolisian tentunya 

sangat dibutuhkan, karena kasus anak berbeda dengan kasus pidana pada 

umunya yang dialami oleh orang dewasa, penagan anak berhadapan 

dengan hukum sangta rentang dengan sikap dan perilaku anak yang 

menyimpang, maka diperlukan strategi khusu untuk memulihkan kembali 

mental anak  

Hal ini senada dengan teori pembinaan anak yang diungkapkan oleh 

sidik jatmika mengungkapkan bahwa26 

Rehabilitasi sosial (social rehabilitation), yaitu proses pembinaan 

yang bertujuan mengubah kepribadian narapidana sehingga menjadi 

pribadi yang baik dan beriman. Proses pembinaan dalam pendekatan ini 

berbentuk pembinaan kepribadian, penyuluhan hingga pengarahan. 

 
26 Sidik Jatmika. 2010. Genk Remaja: Anak Haram Sejarah ataukan Korban Globalisasi 

Kanisius: Yogyakarta. Hal. 11-12 



Harapannya setelah pembinaan ini dilakukan, para narapidana kembali 

menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat membangun hubungan social 

yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini dilakukan maka akan 

menumbuhkan pandangan baru dan penerimaan yang baik dari lingkungan 

sekitarnya. 

Rehabilitasi Vokasi (Vocation rehabilitation), berupa bimbingan 

sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang 

tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa 

hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa 

persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial 

baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi.  

Rehabilitasi Pendidikan (Education rehabilitation), berupa 

pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana 

yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Proses pembinaan melalui 

rehabilitas pendidikan ini diharapkan narapidana mengalami 

perkembangan dan peningkatan pengetahuan diri. Hal ini akan sangat 

bermanfaat untuk mengubah cara berpikir sekaligus cara untuk menjalani 

hidup yang lebih baik setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan. 

Rehabilitasi Medis (Medical rehabilitation), yaitu perlunya 

pengobatan kesehatan atau mental. Pelaksanaan pembinaan dengan 

melakukan rehabilitas medis ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan 

dan mental yang dihadapi oleh para narapidana disebabkan oleh berbagai 

permasalahan, seperti frustasi, stresdan lain-lain. 



Apabila pola keempat ditas tidak ditemukan dalam membimbing 

anakpada prose spenyidikan maka kemungkinan sangat mungkin anak 

kembali menjadi pelaku tindak pidana dikemudian hari 

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang didapatkan dilapangan 

bahwa; 

Penyidik khsusu anak dipolres boelemo belum ada hal ini setiap 

kasus anak biasanya mandet dan penyelesaianya agak lamban, namun 

kasus seperti ini kami berupaya mendatangkan para psikologi, pegiat 

perlindungan anak, untuk membantu menyelesaikan perkara anak tersebut, 

selain itu memang masih sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang 

relevan untuk enagani kasus anak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1. Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres 

Boalemo dilakukan dengan metode Lembaga Penempatan Anak 

Sementara ( LPAS) apabila anak sudah pada masa proses peradilan 

yang kedua melalui Diversi apabila kasus yang dilakukan anak 

belum masuk pada tahapan peradilan dan masih ditangani pihak 

kepolisian dan yang ketiga apabila tidak ditemkan jalan lain maka 

dilakukan Diskresi oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan 

kasus anak berhadapan dengan hukum 

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Penahanan Anak 

Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Boalemo adalah 

yang pertama Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung 

proses penyelidikan, penyidikan anak serta Sumber Daya Manusia 

tenaga ahli dalam menagani anak dianggap masih minim dan perlu 

dilakukan pembinaan anak oleh pihak eksternal kepolisian 

 

 

 

 

 



 

5.2. Saran 

1. Setiap kasus anak yang erhadapan dengan hukum sebaiknya 

diselesaikan secara diversi terdahulu tanpa melalui proses peradilan, 

karena anak masih dianggap orang yang belum mamahami apa yang 

dilakaukanya 

2. Sebaiknya pihak pemerintah daerah, penegak hukum dan semua 

elemen masyarakat melakukan antisipasi mengenai tingginya angka 

anak berhadapan dengan hukum 
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ABSTRACT 

 

ZULKIFLI DUDEPO. H1117202. THE CHILD DETENTION IN 

ACCORD WITH THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE  SYSTEM 

AT THE SUBREGIONAL POLICE OF BOALEMO 

 

The research method used here is the Empirical Normative method which 

does an overall study on the data and facts that are present on the site of 

the writing and to study the values that exist within a society. The objective 

of the research is to (1) find out the implementation of child detention in 

accord with the juvenile criminal justice system at the resort police 

department of Boalemo. The findings of the research suggest that (1) the 

child detention in accord with the juvenile criminal justice system at the 

Subregional Police of Boalemo is done by using the method of sending the 

convicts to the Juvenile Temporary Detainment Facility when they are 

already undergoing the trial process. The second method is through the 

diversion where if the case is yet to be in the trial stage and is still 

processed by the police department. The third one is through the 

discretion by the police in order process the case through the legal system 

(2) the challenge faced in performing the child detention in accord with 

the juvenile criminal justice system at the Subregional Police of Boalemo 

are the lack of supporting facilities to perform the investigation on the 

child cases and the lack of human resources to address the issue and that 

an intensive children education and counseling need to be performed by 

the external party out of the police. Based on the result of the study, it is 

recommended that (1) every legal case of the children should be first 

settled through the diversion process without the court since the alleged 

children are still considered to have no knowledge of what they have 

committed, (2) the local government, the law enforcement, and all 

elements of society should anticipate the high rate of the legal case of the 

children.  

 

Keywords: detention, child, court, criminal act, Boalemo 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

 

ZULKIFLI DUDEPO. H1117202. PENAHANAN ANAK MENURUT 

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRES BOALEMO 

 

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan 

Normatif Empiris, jenis penulisan Normatif Empiris adalah mengkaji 

keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penulisan serta menggali 

nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk 

(1). Untuk mengetahui pelaksanaan Penahanan Anak Menurut Sistem 

Peradilan Pidana Anak Di Polres Boalemo(2).Untuk mengetahui Kendala 

yang dihadapi dalam melakukan Penahanan Anak Menurut Sistem 

Peradilan Pidana Anak Di Polres Boalemo. Hasil penulisan ini 

menujukkan bahwa: (1) Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan 

Pidana Anak Di Polres Boalemo dilakukan dengan metode Lembaga 

Penempatan Anak Sementara ( LPAS) apabila anak sudah pada masa 

proses peradilan yang kedua melalui Diversi apabila kasus yang 

dilakukan anak belum masuk pada tahapan peradilan dan masih ditangani 

pihak kepolisian dan yang ketiga apabila tidak ditemkan jalan lain maka 

dilakukan Diskresi oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus anak 

berhadapan dengan hukum(2)Kendala yang dihadapi dalam melakukan 

Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres 

Boalemo adalah yang pertama Kurangnya sarana dan prasarana yang 

mendukung proses penyelidikan, penyidikan anak serta Sumber Daya 

Manusia tenaga ahli dalam menagani anak dianggap masih minim dan 

perlu dilakukan pembinaan anak oleh pihak eksternal kepolisian. 

Berdasarkan hasil penulisan tersebut direkomendasikan: (1).Setiap kasus 

anak yang erhadapan dengan hukum sebaiknya diselesaikan secara 

diversi terdahulu tanpa melalui proses peradilan, karena anak masih 

dianggap orang yang belum mamahami apa yang 

dilakaukanya(2).Sebaiknya pihak pemerintah daerah, penegak hukum 

dan semua elemen masyarakat melakukan antisipasi mengenai tingginya 

angka anak berhadapan dengan hukum 

 

Kata kunci: penahanan, anak, peradilan, pidana, Boalemo 
 

 



 

 

 

 

 


